
KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN SINTANG 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG 
NOMOR 07 TAHUN 2026 

TENTANG 
TIM PENYUSUN NASKAH DINAS SURAT PERJANJIAN DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2026 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab IV huruf A 
angka 4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 
Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan 
Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan 
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa dalam 
melaksanakan penyusunan Naskah Dinas Surat 
Perjanjian, KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk tim 
kerja yang terdiri dari Pejabat Struktural dan/atau 
Pejabat Fungsional, Pelaksana, dan/atau Tenaga 
Administrasi lintas Subbagian di KPU Kabupaten/Kota; 

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang, diperlukan 
kerja sama dengan berbagai pihak yang dilaksanakan 
secara terencana, terkoordinasi, dan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang 
tentang Tim Penyusun Naskah Dinas Surat Perjanjian di 
Lingkungan Komisi Perilihan Umum Kabupaten Sintang 
Tahun 2026; 
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Mengingat 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang­ 
Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512) 
Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6863); 

3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Perilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima 
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang



-3­ 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 377); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 
Sekretariat Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2L 
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 
Tugas, Fungsi, Susunan Orgainsasi, dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 
tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Perilihan Umum 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 1505); 

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 
2023 tentang Pedoman Tekenis Penyusunan Naskah Dinas 
Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemihihan Umum 
Kabupaten/Kota; 
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Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

.4. 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

SINTANG TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH DINAS SURAT 

PERJANJIAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SINTANG TAHUN 2026. 

Menetapkan Tim Penyusun Naskah Dinas Surat Perjanjian di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang 
Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 
Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 
mempunyai tugas menyusun rencana, menyiapkan draf, 
melakukan koordinasi, serta menelaah dokumen Perjanjian 

Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Sintang dengan berbagai pihak eksternal. 
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Naskah Dinas 

Surat Perjanjian bertanggung jawab langsung kepada Ketua 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang. 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang 
Tahun Anggaran 2026. 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Ditetapkan di Sintang 
pada tanggal 5 Juni 2026 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SINTANG, 

ttd 
Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

UPATEN SINTANG 
Hukum dan SDM 

EDY SUSANTO 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SINTANG 

NOMOR 07 TAHUN 2026 

TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH DINAS 

SURAT PERJANJIAN DI LINGKUNGAN 
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

SINTANG TAHUN 2026 

SUSUNAN SATUAN TUGAS TIM PENYUSUN NASKAH DINAS SURAT PERJANJIAN 

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2026 

KEDUDUKAN 
NO. NAMA JABATAN 

DALAM TIM 

L. Edy Susanto Ketua KPU Kabupaten Sintang Pengarah 

- 

2. Endang Kusmiyati Anggota KPU Kabupaten Sintang Pengarah 

3. Karsinah Anggota KPU Kabupaten Sintang Pengarah 

4. Slamet Bowo Sant0so Anggota KPU Kabupaten Sintang Pengarah 

5. Vesius Dien Anggota KPU Kabupaten Sintang Pengarah 

Pit. Sekretaris sekaligus Kepala 

6. Ari Azhari 
Sub Bagian yang membidangi 

Ketua Tim 
Teknis Penyelenggaraan Pemilu 

dan Hukum 

7. Yendra Furdiam 
Kepala Sub Bagian Perencanaan, 

Sekretaris Tim 
Data dan Informasi 

8. D. Zulkarnain F 
Kepala Sub Bagian Keuangan, 

Anggota 
Umum dan Logistik 

Kepala Sub Bagian yang 

9. Winarsih 
membidangi Partisipasi, 

Anggota 
Hubungan Masyarakat dan 

Sumber Daya Manusia 
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10 Endang Falinda 
Staf Sub Bagian Perencanaan, 

Anggota 
Data dan Informasi 

11. Rasmi Gumilang Putra 
Staf Sub Bagian Perencanaan, 

Anggota 
Data dan Informasi 

Staf Sub Bagian Teknis 
12. Siti Akbari Fitrianty Penyelenggaraan Pemilu dan Anggota 

Hukum 

13 Safa'at 
Staf Sub Bagian Keuangan, Umum 

Anggota 
dan Logistik 

Staf Sub Bagian Partisipasi, 
14. Andre Sambora Hubungan Masyarakat dan Anggota 

Sumber Daya Manusia 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SINTANG, 

ttd 

EDY SUSANTO 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

. 'UPATEN SINTANG 
ubbag Hukum dan SDM 

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)

